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BUPATI BANGKA TENGAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH 
NOMOR  11  TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018 
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA 

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
Menimbang    :  a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan  

penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, diperlukan 
komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah 

untuk melaporkan kekayaannya; 
 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam 
Wajib Lapor bagi penyelenggara negara dalam 
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bangka Tengah, maka Peraturan Bupati  
Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyampaian 

dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten          

Bangka Tengah, perlu diubah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati       

Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyampaian 
dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten          

Bangka Tengah; 
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Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000        

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 
 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6409); 
 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003        
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4268); 
 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); 

 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG 

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN 
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH. 

 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21  

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 712), diubah 
sebagai berikut: 

 
 
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 12 

 
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

 
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas: 

a. Bupati; 
b. Wakil Bupati; 

c. pejabat struktural eselon II; 
d. kuasa pengguna anggaran; 
e. camat; 

f. pejabat fungsional auditor; 
g. pengola unit kerja pengadaan barang dan jasa; dan 
h. pejabat di lingkungan badan usaha milik Daerah, 

badan layanan umum Daerah dan perusahaan 
Daerah. 
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2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 3 

 
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu 

pada saat: 
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada 

saat pertama kali menjabat;  
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara 

setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; 

c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai 
Penyelenggara Negara; atau 

d. masih menjabat. 

 
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 
3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan 
pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan 

sebagai Penyelenggara Negara.  
 

 
 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 5 

 
(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai 
berikut: 
a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat 

www.elhkpn.kpk.go.id ; atau  
b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian 

dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau 
diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan 
Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor 

KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah 
disimpan dalam media penyimpanan data (formulir 
excel tersebut dapat diunduh melalui 

www.kpk.go.id/layanan- publik/lhkpn). 
 

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama; 

b. jabatan; 
c. instansi; 

d. tempat dan tanggal lahir; 
e. alamat; 
f. identitas istri atausuami, anak baik anak tanggungan 

maupun bukan anak tanggungan; 
g. jenis, nilai dan asal usul dan tahun perolehan harta 

kekayaan; 

h. besarnya penghasilan dan pengeluaran; 
i. surat kuasa mendapatkan data keuangan; dan 

j. suratpernyataan dari penyelenggara negara. 
 
 



5 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 
 

 
 

Ditetapkan di Koba 

pada tanggal  16 Februari  2021 
 

 BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
 

ttd/dto 
 

  YULIYANTO SATIN 

 
 

Diundangkan di Koba 
pada tanggal  16 Februari  2021 
 

   SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 

 
ttd/dto 

 
S U G I A N T O 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR  986 
 

 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. BANGKA TENGAH, 
 

 

AFRIZAL, SH 
PEMBINA 

NIP. 19810411 200501 1 006 

 


